i

f INDRAGIRI
\ LAW REVIEW

Indragiri Law Review

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri

Vol. 2, No. 3, Desember 2024 ISSN: 3031-4186

OPTIMALISASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN ADMINISTRASI
KANTOR DESA TELUK MERBAU KECAMATAN GAUNG

Maslianto
Prodi Magister Hukum
Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Islam Indragiri
Masliantomaslianto98@gmail.com

Abstract (Bahasa Inggris)

This study aims to optimize the role of the Village Consultative Body (BPD)
in overseeing the administration of Teluk Merbau Village Office, Gaung
District. The BPD serves a crucial function in ensuring transparency,
accountability, and the effectiveness of village-level administrative execution.
The research employs a qualitative approach, collecting data through in-
depth interviews, field observations, and documentation. Findings indicate

Kata Kunci: (3-5 kata) that the active involvement of the BPD in overseeing village administration

enhances public service performance and strengthens a more accountable
Badan Permusyawaratan Desa, management system. However, some obstacles in the BPD's supervisory
Administrasi Desa function, such as limited resources and regulatory comprehension, continue
Pengawasan to pose challenges that require solutions. The conclusion of this study is that
Optimalisasi optimizing the BPD's role can improve village administration quality, though
Akuntabilitas support in training and resources is essential.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengoptimalkan peran  Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi administrasi kantor Desa
Teluk Merbau, Kecamatan Gaung. BPD merupakan lembaga yang memiliki
fungsi penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas
pelaksanaan administrasi di tingkat desa. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif BPD dalam
pengawasan administrasi desa dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik
serta memperkuat sistem pengelolaan yang lebih akuntabel. Namun,
beberapa hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD, seperti
keterbatasan sumber daya dan pemahaman regulasi, masih menjadi kendala
yang memerlukan solusi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa
optimalisasi peran BPD dapat meningkatkan kualitas administrasi desa,
namun membutuhkan dukungan dalam hal pelatihan dan sumber daya.
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Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan administrasi desa memiliki urgensi
yang signifikan bagi kemajuan tata kelola pemerintahan desa. Pengawasan yang efektif pada tingkat desa
penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD diberi wewenang untuk mengawasi dan
memberikan masukan terhadap kebijakan desa. Walau demikian, peran BPD sering kali belum optimal,
terutama dalam aspek pengawasan administrasi. Penguatan fungsi pengawasan BPD dapat memberikan
kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa, termasuk di Desa Teluk Merbau,
Kecamatan Gaung. Hal ini sejalan dengan temuan Sari et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pengawasan
yang baik pada tingkat desa dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan publik di daerah
terpencil.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan pentingnya BPD dalam menjaga akuntabilitas desa, tetapi
masih terdapat kesenjangan dalam implementasi pengawasan administrasi. Studi yang dilakukan oleh
Permana et al. (2019) mencatat bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan fungsi
pengawasan adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan khusus dalam administrasi
dan pengawasan. Selain itu, penelitian dari Prasetya dan Amin (2018) menyebutkan bahwa koordinasi yang
lemah antara BPD dan perangkat desa menghambat proses pengawasan yang efektif. Di sisi lain, hasil studi
Sihombing et al. (2021) menemukan bahwa ketidaksesuaian dalam pemahaman peran BPD dan perangkat
desa dalam hal pengawasan mengakibatkan ketidakoptimalan peran BPD. Dari hasil-hasil penelitian ini,
tampak adanya kelemahan koordinasi dan kapasitas yang berpotensi mempengaruhi kinerja pengawasan
administrasi desa.

Kendala yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya telah menimbulkan
perdebatan tentang efektivitasnya. Di satu sisi, terdapat anggapan bahwa keterbatasan wewenang BPD
menjadi penghalang bagi efektivitas pengawasan. Namun, beberapa penelitian, seperti yang dikemukakan
oleh Rahmawati (2019), berpendapat bahwa pengawasan yang baik dari BPD sebenarnya dapat dicapai
melalui peningkatan kapasitas dan pembekalan pengetahuan bagi para anggotanya. Hal ini memperlihatkan
adanya kontroversi terkait pendekatan optimalisasi pengawasan oleh BPD, yang masih membutuhkan
penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi solusi yang lebih tepat dalam mengatasi hambatan yang
dihadapi BPD.

Studi ini memiliki kebaruan dengan menekankan pada upaya optimalisasi BPD melalui penguatan
peran pengawasan administrasi desa. Konteks penelitian dilakukan di Desa Teluk Merbau, Kecamatan
Gaung, yang memiliki karakteristik khusus sebagai desa dengan sumber daya terbatas, sehingga memerlukan
strategi pengawasan yang efektif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kesenjangan terkait dengan
keterbatasan sumber daya dan pemahaman regulasi yang masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan
pengawasan administrasi desa. Unit analisis yang digunakan adalah fungsi pengawasan BPD dalam
administrasi desa, dengan pendekatan yang lebih mendalam terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh
BPD dalam menjalankan peran pengawasan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
pengawasan administrasi oleh BPD di Desa Teluk Merbau, serta merumuskan langkah-langkah optimalisasi
yang dapat meningkatkan peran pengawasan tersebut. Artikel ini disusun dalam beberapa bagian. Bagian
pertama berisi pemaparan topik utama penelitian, literatur terkait, dan analisis kesenjangan yang diangkat
dalam penelitian. Bagian kedua menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data
serta pendekatan analisis. Bagian ketiga menguraikan hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dari data
lapangan. Bagian keempat menyajikan diskusi mengenai temuan penelitian dan rekomendasi langkah
optimalisasi bagi BPD. Terakhir, kesimpulan merangkum hasil penelitian dan memberikan implikasi praktis
yang relevan bagi kebijakan pengawasan desa.

Dengan struktur ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam
meningkatkan peran dan efektivitas pengawasan administrasi BPD, sekaligus memperkaya literatur mengenai
tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara
mendalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan administrasi di Kantor Desa Teluk
Merbau, Kecamatan Gaung. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk
menggali persepsi, pengalaman, serta hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsi
pengawasan administrasi desa. Desain studi kasus dinilai valid dan reliabel dalam konteks ini karena
memungkinkan analisis kontekstual dan mendalam mengenai kondisi spesifik di Desa Teluk Merbau.

Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data, yang bertujuan untuk
mengamati serta memahami interaksi dan dinamika antara BPD dan perangkat desa dalam menjalankan
fungsi pengawasan. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian juga berfungsi untuk membangun kepercayaan
dengan subjek penelitian sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat dan mendalam. Penelitian ini
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berlangsung selama tiga bulan untuk memastikan hasil yang diperoleh mencerminkan kondisi aktual serta
memungkinkan pemantauan proses pengawasan administrasi secara berkelanjutan.

Subjek penelitian adalah anggota BPD dan perangkat desa di Teluk Merbau. Dalam menentukan
informan kunci, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria informan mencakup
ketua dan anggota BPD yang berperan aktif dalam pengawasan, serta perangkat desa yang terlibat langsung
dalam pengelolaan administrasi. Selain itu, masyarakat desa yang berinteraksi dengan layanan kantor desa
juga diwawancarai untuk memahami perspektif mereka terhadap efektivitas pengawasan oleh BPD.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan
dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan semi-terstruktur, di mana peneliti memiliki pedoman wawancara
untuk memastikan topik utama yang terkait dengan pengawasan administrasi dapat terbahas dengan baik.
Namun, peneliti juga memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangannya secara bebas,
sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih komprehensif. Observasi dilakukan dengan mengamati
langsung aktivitas administrasi di kantor desa serta interaksi antara BPD dan perangkat desa. Sementara itu,
teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen terkait, seperti laporan kegiatan BPD,
notulensi rapat, dan dokumen administrasi yang digunakan dalam proses pengawasan.

Instrumen penelitian dikembangkan melalui panduan wawancara dan lembar observasi yang
dirancang berdasarkan literatur terkait dan tujuan penelitian. Panduan wawancara mencakup topik-topik
seperti peran BPD, mekanisme pengawasan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam
mengoptimalkan fungsi pengawasan. Validitas instrumen dijaga dengan menggunakan triangulasi data, di
mana informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dibandingkan untuk
memastikan konsistensi dan keabsahan data.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik, dengan langkah-langkah
reduksi data, pengkodean, pengelompokan tema, dan interpretasi hasil. Analisis tematik dipilih karena
memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data secara sistematis.
Langkah pertama dalam analisis adalah reduksi data, di mana data mentah yang tidak relevan dikeluarkan
untuk memfokuskan analisis pada informasi penting. Data yang relevan kemudian diberi kode sesuai dengan
tema yang terkait dengan penelitian, seperti peran pengawasan, kendala BPD, dan hubungan dengan
perangkat desa. Setelah itu, tema-tema tersebut dikelompokkan dan diinterpretasikan untuk menjawab tujuan
penelitian.

Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, beberapa strategi pengecekan diterapkan. Pertama,
dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan
teknik pengumpulan data yang berbeda. Kedua, peneliti melibatkan informan dalam pengecekan kembali
hasil wawancara dan observasi untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh sudah benar dan sesuai
dengan persepsi informan. Ketiga, peneliti menggunakan audit trail, yaitu mencatat secara detail seluruh
proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, sehingga proses penelitian dapat ditelusuri
secara transparan.

Dengan metode penelitian yang sistematis dan prosedur validasi yang ketat, diharapkan hasil
penelitian ini dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai peran BPD dalam pengawasan administrasi
di Desa Teluk Merbau serta kontribusinya terhadap tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

3. PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
pengawasan administrasi di Desa Teluk Merbau, Kecamatan Gaung, sangat berpengaruh terhadap
peningkatan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan desa. Temuan-temuan penelitian ini
menjawab pertanyaan utama mengenai efektivitas BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan administrasi
desa, di mana keterlibatan aktif BPD dalam setiap proses pengawasan terbukti meningkatkan transparansi
dan pelayanan publik di kantor desa. Temuan ini diperoleh melalui serangkaian wawancara mendalam dan
observasi lapangan, yang mendukung bahwa kehadiran BPD dalam pengawasan administratif bukan hanya
penting untuk mendukung akuntabilitas, tetapi juga untuk mencegah kesalahan administrasi (Mulia & Yanti,
2020).

Kendala dalam Optimalisasi Pengawasan BPD

Beberapa kendala diidentifikasi dalam pelaksanaan pengawasan oleh BPD, antara lain keterbatasan
sumber daya manusia, pengetahuan yang belum memadai mengenai prosedur administratif, serta koordinasi
yang kurang dengan perangkat desa. Penelitian oleh Permana et al. (2019) dan Prasetya & Amin (2018)
menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan administrasi adalah salah satu faktor signifikan yang
menghambat efektivitas BPD dalam pengawasan. Hasil ini selaras dengan temuan penelitian ini, yang
menunjukkan bahwa anggota BPD yang tidak memahami sepenuhnya peran administratif mereka
menghadapi tantangan untuk menerapkan pengawasan yang efektif. Kendala ini juga diidentifikasi oleh
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Aryani (2021), yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap regulasi dan administrasi desa sering kali
rendah di kalangan anggota BPD, sehingga diperlukan pembekalan atau pelatihan reguler untuk
mengoptimalkan peran mereka dalam pengawasan.

Peran Pengawasan BPD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Administrasi

Temuan ini mendukung studi Rahmawati (2019) yang menunjukkan bahwa BPD yang aktif dalam
pengawasan berkontribusi besar terhadap akuntabilitas desa. Di Desa Teluk Merbau, keterlibatan BPD dalam
pengawasan telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, karena BPD mampu
menjadi penyampai aspirasi serta penyeimbang kekuasaan di tingkat desa (Yulianto, 2020). Dalam hal ini,
penelitian ini memperkuat teori-teori tata kelola yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas
di sektor publik sebagai elemen utama dari administrasi yang efektif (Robbins & Coulter, 2018).

Analisis terhadap Fungsi Koordinasi BPD dan Pemerintah Desa

Koordinasi antara BPD dan perangkat desa merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap
efektivitas pengawasan. Berdasarkan observasi dan wawancara, ditemukan bahwa ketidaksepahaman antara
BPD dan pemerintah desa sering kali memunculkan kesalahpahaman yang memengaruhi hasil pengawasan.
Hal ini sejalan dengan temuan Mulyana (2021), yang menyatakan bahwa koordinasi yang buruk dapat
menyebabkan pengawasan berjalan tidak maksimal dan menciptakan konflik internal. Dalam konteks ini,
penelitian ini mengajukan perlunya modifikasi dari teori pengawasan tradisional di mana BPD tidak hanya
berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk meningkatkan sinergi dan
komunikasi yang baik, sebagaimana disarankan oleh Prasetya dan Amin (2018).

Optimalisasi Pengawasan Melalui Pelatihan dan Penguatan Kapasitas

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah pentingnya pelatihan dan pengembangan
kapasitas untuk mengoptimalkan fungsi BPD. Penelitian oleh Setiawan dan Putra (2020) menyarankan
bahwa pelatihan teknis dapat meningkatkan kemampuan BPD dalam memahami peraturan dan prosedur
administratif, yang akan meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kualitas pengawasan. Dalam hal ini,
penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan mendukung pentingnya pembekalan reguler bagi BPD
untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang memadai dalam melaksanakan fungsi pengawasan
(Arief et al., 2019).

Kontribusi Penelitian terhadap Pengembangan Teori Pengawasan Administratif di Desa

Penelitian ini memunculkan kontribusi baru dalam teori pengawasan administratif di desa dengan
menekankan peran penguatan kapasitas BPD sebagai elemen utama untuk pengawasan yang efektif. Studi ini
memodifikasi teori pengawasan tradisional yang berfokus pada pemisahan peran antara pengawas dan yang
diawasi, dengan menyarankan pendekatan kolaboratif antara BPD dan perangkat desa. Temuan ini juga
konsisten dengan literatur yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis kolaborasi dalam pengawasan
untuk meningkatkan efektivitas tata kelola (Smith & Thomas, 2019). Pendekatan kolaboratif ini
memungkinkan BPD tidak hanya mengidentifikasi kesalahan tetapi juga berperan aktif dalam mencarikan
solusi bersama dengan perangkat desa.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi

Penelitian ini menyarankan beberapa langkah untuk mengoptimalkan peran BPD dalam pengawasan
administrasi desa, yaitu: (1) penyediaan pelatihan rutin yang relevan untuk meningkatkan pengetahuan
administrasi anggota BPD, (2) peningkatan komunikasi dan koordinasi antara BPD dan perangkat desa untuk
meminimalkan konflik internal, dan (3) pengembangan mekanisme pelaporan yang lebih transparan agar
BPD dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih mudah dan akurat. Studi ini juga menyarankan
adanya regulasi yang lebih jelas mengenai tugas dan tanggung jawab BPD untuk meminimalkan konflik
peran dan memperkuat tata kelola desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam
meningkatkan efektivitas peran BPD dalam pengawasan administrasi desa, khususnya dalam konteks desa
yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dengan temuan yang mendukung teori pengawasan berbasis
kolaborasi dan penguatan kapasitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tata kelola pemerintahan desa, serta menjadi acuan dalam upaya

penguatan lembaga desa di Indonesia.

4.  KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
pengawasan administrasi Kantor Desa Teluk Merbau, Kecamatan Gaung, memiliki kontribusi penting dalam
peningkatan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola desa. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa
efektivitas pengawasan BPD dalam administrasi desa sangat dipengaruhi oleh pengetahuan anggota BPD
terhadap prosedur administratif serta kapasitas koordinasi dengan perangkat desa. Kendala yang dihadapi
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dalam pengawasan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi,

menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan peran pengawasan BPD.

Selanjutnya, keterlibatan aktif BPD dalam pengawasan terbukti mampu meningkatkan transparansi,
khususnya dalam penyampaian laporan dan evaluasi kegiatan administrasi desa. Penelitian ini juga
menegaskan bahwa penguatan kapasitas BPD melalui pelatihan rutin dan pembekalan teknis dapat
meningkatkan kompetensi anggota BPD sehingga lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Dengan adanya mekanisme pelaporan dan koordinasi yang baik antara BPD dan perangkat desa, pengawasan
dapat berjalan dengan lebih efisien dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa optimalisasi peran BPD dalam
pengawasan administrasi desa sangat diperlukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang
transparan dan akuntabel. Peningkatan kapasitas BPD dan koordinasi yang baik dengan perangkat desa
adalah langkah penting untuk mencapai tujuan ini.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam

Pengawasan Administrasi Kantor Desa Teluk Merbau Kecamatan Gaung, beberapa rekomendasi yang dapat

diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas BPD: Disarankan agar BPD Desa Teluk Merbau mengikuti pelatihan berkala
mengenai tata kelola administrasi dan regulasi desa. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan
pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan
lebih efektif.

2. Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Desa: BPD dan perangkat desa perlu membangun
komunikasi yang lebih intensif melalui rapat koordinasi rutin. Koordinasi yang baik akan meminimalkan
kesalahpahaman serta meningkatkan efisiensi dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan
administratif.

3. Pengembangan Mekanisme Pelaporan yang Transparan: Untuk mendukung transparansi dalam
pengawasan, sebaiknya BPD bekerja sama dengan pemerintah desa dalam mengembangkan sistem
pelaporan administrasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Ini akan membantu
meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

4. Dukungan dari Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan
berupa pendampingan teknis dan alokasi anggaran bagi penguatan peran BPD dalam pengawasan
administrasi. Hal ini akan membantu BPD dalam menjalankan tugasnya dengan lebih optimal dan
berkelanjutan.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi BPD dan pemerintah desa untuk meningkatkan
kualitas pengawasan administratif, sehingga tata kelola desa di Teluk Merbau dapat lebih transparan, efisien,
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
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